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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadiii perkara
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W ulignay  pefiaiiia, aaiaiii PETSiGangan  Hakii Wigjelis lelah

menjatuhkan putusan datam perkara Cerai Talak antara:

JE-__- e P, S 1 p— | g o L g S
i Tonanaa oin Musiim, BA, umur 27 tahun, agama isiam, pendidikan S,

lfmu Hukum, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jaian
Tuanku Tambusai RT 004 KW 008, Keiurahan
Sedinginan, Kecamatan anah Putih, Kabupaten Rokan
Hiiir, seianjuinya disebut sepagal Femohon.

melawan

Wiwin Trisna binti Sudirman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1.

Pendidikan Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
alamat Jalan Tuanku Tambusai RT 003 RW 007,
Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih,

Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelaiari berkas perkara dan semua surat vana

berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendenqgar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendenaar keteranaan Saksi-saksi
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi-Saksi Termohon
Konvensi/Penaquaat Rekonvensi:
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DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/T ergugat Rekonvensi dalam surat

permohonannva tertanagal 17 Januari 2018 dan telah terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor
0051/Pdt.G/2018/PA.Uti. tanaaal 17 Januari 2018 telah menagaijukan
permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

dengan dalil-dalil vana telah diperbaiki dan ditambah secara lisan di persidanaan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

T

Bahwa pada tangoal 20 April 2016, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Aaama (KUA) Kecamatan Tanah Putih. Kabupaten Rokan
Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
0188/22/IV/2016. vana dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih.
Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 20 April 2016;

Bahwa pada waktu akad nikah. Pemohon berstaus jeiaka. sedanakan
Termohon berstatus perawan;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebaaqai
suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan
Sedinginan Kecamatan Tanah Putih. Kabupaten Rokan Hilir sampai
berpisah:;

Bahwa dari pernikhan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seoarang anak bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, umur 7 bulan,
anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon:

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan
rukun dan baik. akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2016 antara Pemohon
dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
menaakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi:

Bahwa perselisihan dan pertenakaran Pemohon dengan Termohon
disebabkan karena:
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i i bilitas
oo i ini i i k pelayanan publik, transparansi dan akuntal
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i ik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik In

a. Termohon selalu merasa kurana denaan nafkah belania vana diberikan
Pemohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
kepada Termohon setiap bulannvya:

b. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam keuangan dan tempat
tinagal Pemohon dan Termohon:

c. Termohon terialu perhitungan terhadap keluarga Pemohon dalam hal
keuanaan. misalnva apabila Pemohon memberikan sesuatu kepada
keluarga Pemohon seperti Pemohon membelikan baju dan lain
sebaaainva untuk adik kanduna Pemohon. Termohon tidak terima:

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon

teriadi pada bulan Aoril tahun 2017, ketika ity Pemohon menqatakan kepada

Termohon bahwa Pemohon ingin membelikan baju untuk adik kandung

Pemohon. akan tetabi Termohon marah kepada Pemohon. sehinaaa

Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan

Termohon bertengkar:

Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termchon

berpisah tempat tingoal sampai sekarana tanpa saling menialankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon mengusir Pemohon
dari rumah kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tua

Pemohon di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten

Rokan Hilir. sedanakan Termohon pulana ke rumah orana tua Termohon di

Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hal

ini sudah berialan sembian bulan lamanva:

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan:
10.Bahwa dengan keadaan rumah tangaa seperti diielaskan di atas Pemohon

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Termohon untuk membina rumah tangaa vana bahaaia di masa vanag akan
datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan
talak terhadao Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanagil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya meniatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

2. Memberi izin kepada Pemohon (Jefri Yonanda bin Muslim, BA) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwin Trisna binti Sudirman)
di depan sidana Pengadilan Aaama Uiung Taniuna:

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbana. bahwa pada hari-hari sidang vana telah ditetapkan untuk
pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/T ergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penaauaat Rekonvensi telah dinanaail secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut
Pemohon Konvensi/Terquaat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penaquaat
Rekonvensi telah hadir secara in person; -

Menimbana., bahwa Maielis Hakim telah berupava secara maksimal
melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/T ergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Pengquagat Rekonvensi agar rukun kembali demi
mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi akan tetapi tidak berhasil
damai. Pemohon Konvensi/Terauaat Rekonvensi menvatakan tetap ingin
menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan
Termohon Konvensi/Penaguaat Rekonvensi menvatakan kesediaannya bercerai
dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

Menimbana. bahwa berdasarkan Penetapan Penuniukan Mediator Nomor
0051/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 13 Februari 2018, terhadap Pemohon
Konvensi/Terauaat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penaauaat Rekonvensi
telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator,
dan dari hasil mediasi vang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanagal 10
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Aaustus 2017. dinvatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.
sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Diana
Evrina Nasution. S.Aa.. S.H. tertanggal 27 Februari 2018:

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2018
dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/T erquaat Rekonvensi a guo
yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi. selenakabnva sebaaaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita
Acara Sidang perkara ini:

Menimbana. bahwa terhadap permohonan a quo. Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di
persidanaan, vana pada pokoknva menaakui sebaaian dalil-dalil permohonan
Pemohon  Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan berkualifikasi, dan
membantah sebaaian lainnva sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pada tanagal 20 April 2016. Pemohon denaan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih. Kabupaten Rokan
Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
0188/22/IV/2016. vana dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih.
Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 20 April 20186;

1. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus ieiaka, sedangkan
Termohon berstatus perawan:

2. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di
Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih. Kabupaten Rokan Hilir
sampai berpisah:

3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut bernama Amafif bin Jefri
Yonanda. lahir pada tanagal 5 Juli 2017, dan benar bahwa anak tersebut
saat ini diasuh oleh Termohon;
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4. Bahwa benar keadaan rumah tanaaa Pemohon denaan Termohon semula

berjalan rukun dan baik. akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2016 antara

Pemohon dengan Termohon mulai teriadi perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya

meniadi tidak harmonis lagi:

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
disebabkan karena:

a. Bahwa tidak benar Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah
belania vang diberikan Pemohon seiumiah Rp1.200.000.00 (satuy iuta dua
ratus ribu rupiah) kepada Termohon setiap bulannya. Bahwa yang benar
Pemohon kurana memberi nafkah berupa uana belania kepada Termohon
sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,00
(delapan ratus ribu runiah) dan hanva sebanvak dua kali dalam setahun:

b. Bahwa tidak benar Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam
keuangan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon. vang benar adalah
orang tua Termohon hanya membantu Pemohon untuk bertanggung
iawab menaenai nafkah berupa makanan. dan orang tua Pemohon tidak
ada ikut campur mengenai masalah tempat tinggal Pemohon dan
Termohon akan tetapi Termohon tidak mau pindah ketika Pemohon
mengajak Termohon untuk hidup mandiri di rumah kontrakan:

¢. Bahwa tidak benar Termohon terlalu perhitungan terhadap keluaraa
Pemohon dalam hal keuangan, misalnya apabila Pemohon memberikan
sesuatu kepada keluaraa Pemohon seperti Pemohon membelikan baju
dan lain sebagainya untuk adik kandung Pemohon, Termohon tidak
terima. Bahwa vana benar adalah Termohon ikut membantu Pemohon
dalam membayar hutang Pemohon;

6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertenakaran Pemohon denaan
Termohon terjadi pada bulan April tahun 2017, ketika ity Pemohon
menaatakan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin membelikan baiu
untuk adik kandung Pemohon, akan tetapi Termohon marah kepada
Pemohon. sehinaaa Pemohon merasa kesal dengan sikao Termohon dan
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akhirnva Pemohon dan Termohon bertenakar. namun penvebab
pertengkaran tersebut juga disebabkan oleh Termohon merasa kesal karena
Pemohon mau membavyar hutang. sedanakan ketika itu Termohon sedang
dalam keadaan hamil besar dan membutuhkan uang untuk persiapan biaya
persalinan serta untuk membeli perlenakapan bayi:

. Bahwa benar sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon

berpisah tempat tinagal sampai sekarana tanpa saling menialankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon mengusir Pemohon
dari rumah kediaman bersama dan Pemohon pulana ke rumah orana tua
Pemohon di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabu;;aten
Rokan Hilir. sedanakan Termohon pulang ke rumah orana tua Termohon di
Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hal
ini sudah berialan sembilan bulan lamanva:

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan,
akan tetapi keluaraa Pemohon pemah berusaha mendamaikan Pemohon
dan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau;

Bahwa terhadap posita Permohonan Pemchon Konvensi pada angka 10.
Termohon Konvensi bersedia untuk bercerai, dan apabila Pen;:;adiran
Agama Uiuna Taniuna menaabulkan permohonan Pemohon Konvensi. maka
Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon
Konvensi secara lisan sebagai berikut:

Il. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebaqai Penaquaat Rekonvensi
dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

2. Bahwa apa-apa vana termuat dalam konvensi mohon dianagap telah
termasuk dalam Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekeria sebagai karvawan di sebuah
Perusahaan Terbatas dengan gaji sejumiah Rp.2.000.000,00 (dua juta
rupiah) setiap bulannva. sebaqai buruh harian lepas di sebuah toko
milik orang cina dengan gaji sejumiah Rp.3.000.000.00 (tiga juta
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rupiah) setiap bulannva. dan sebagai Supir alat berat denaan qaii
sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah membiarkan dan melalaikan

tanggung jawab menafkahi Penggugat Rekonvensi selama sebelas
bulan. terhituna dari bulan April 2017 sampai denaan bulan Februari
2018 sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut  Tergugat
Rekonvensi  untuk membavar nafkah lampau  sejumlah
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga berjumiah
Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua iuta rupiah). kemudian Penaauaat
Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah RpZ,GOO.DOD,Oé_{d-ua
iuta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehinaga beriumiah
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah:;

Bahwa Penggucat Rekonvensi menuntut hak hadhanah anak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bemama
Arrafif bin Jefri Yonanda. lahir pada tanqaal 5 Juli 2017 berada di
bawah hadanah Penggugat Rekonvensi:

Bahwa Penaauaat Rekonvensi menuntut nafkah anak Pengauaat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp'i.UUO.(-}E)CI,—OD
(satu iuta rupiah) setiap bulannva sampai anak tersebut dewasa atau
mandiri;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penaauaat Rekonvensi mohen aqar
Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi
Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnva:

ll. Dalam Rekonvensi

1. Menaabulkan qugatan Penaauaat Rekonvensi seluruhnva:

2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah
lampau kepada Penaauaat Rekonvensi sejumlah
Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selama sebelas
bulan:
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3.

Menghukum Terauaat Rekonvensi untuk membavar nafkah
lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah
Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah):

Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah
kepada Penagugat Rekonvensi seiumlah Rp2.000.000.00 (dua
juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah
Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) selama masa idah:
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah
kepada Penaauaat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000.00 (dua
juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah
Rnp6.000.000.00 (enam juta rupiah) selama masa iddah:
Menetapkan hadanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi vana bernama Arrafif bin Jefri Yonanda. lahir pada
tanggal 5 Juli 2017 berada di bawah hadanah Penggugat
Rekonvensi:

Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak
Penaauaat Rekonvensi dan Teraugat Rekonvensi seiak putusan
ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah) setiap bulannva sampai anak tersebut dewasa atau
mandiri;

Menahukum Terguaat Rekonvensi untuk membavar Nafkah anak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan
ini memperoleh hukum tetap seiumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau
mandiri;

lll. Dalam Konvensi dan Rekonvensij

Membebankan Pemohon Konvensi/T. erauaat Rekonvensi membavar

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Subsidair: Apabila Maijelis berpendapat lain mohon putusan vana seadil-

adilnya;
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Atas jawaban Termohon Konvensi/Penaauaat Rekonvensi. Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah siap dengan replik Konvensi

dan jawaban Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1

Bahwa terhadap iawaban Termohon Konvensi anaka 6 huruf a. Pemohon
Konvensi tetap pada permohonan Pemohon Konvensi:

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi anaka 6 huruf b, Pemohon
Konvensi tetap pada permohonan Pemohon Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi anaka 6 huruf c. Pemehon
Konvensi tetap pada permohonan Pemohon Konvensi:

Bahwa benar jawaban Termohon Konvensi anaka 7. puncak pertenakaran
antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Pemohon
Konvensi ingin membavar hutana:

Bahwa benar jawaban Termohon Konvensi angka 9, keluarga Pemohon
pernah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi akan tetapi Pemohon Konvensi tidak mau;

Bahwa terhadap iawaban Termohon Konvensi anaka 10. Pemohon
Konvensi tetap pada permohonan Pemohon Konvensi:

ll. Dalam Rekonvensi

1.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3, Tergugat
Rekonvensi sekarana bekeria sebaaai karvawan di sebuah Perusahaan
Terbatas dan sebagai buruh harian lepas di toko milik orang cina dengan
@aii seiumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta ruoiah) sampai Rp.2.000.000.00
(dua juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa benar dahulu Tergugat
Rekonvensi juaa memiliki keriaan tambahan sebagai supir alat berat
dengan gaji sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya,
namun hanva pada bulan Mei dan Juni 2017. lalu pada bulan Juli 2017
sampai bulan November 2017, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai
buruh harian lepas dan hanva memiliki @aii seiumlah Rp.1.500.000.00
(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
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Disclaimer

2. Bahwa selama Penaaugat Rekovensi dan Terauaat Rekovensi berpisah

rumah, Tergugat Rekovensi ada memberi nafkah berupa uang belanja
seiumlah Rp.2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan
Mei 2017, dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2017
melalui nomor rekenina milik adik Pengaugat Rekovensi. sehinaaa
Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah lampau sejun'l_lz_lh
Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannva selama 9 bulan
sehingga berjumiah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),
nafkah iddah seiumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap
bulannya selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah):

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5, Tergugat
Rekonvensi setuiu hak hadanah anak Terauagat Rekonvensi dan
Penggugat Rekonvensi bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada
tanaaal 5 Juli 2017 berada di bawah hadanah Penaauaat Rekonvensi:
Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6, Tergugat
Rekonvensi sanaaup memberi nafkah anak Teraugat Rekonvensi dan
Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap
seiumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah rupiah) setiap bulannya
sampai anak tersebut dewasa atau mandiri:

Berdasarkan hal tersebut di atas Terauaat Rekonvensi mohon aaar
Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan
sebaagai berikut :

I. Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Jefri Yonanda bin
Muslim, BA) untuk meniatuhkan talak satu rai'i terhadap
Termohon Konvensi (Wiwin Trisna binti Sudirman) di depan
sidana Pengadilan Agama Uiuna Taniung:

ll. Dalam Rekonvensi: *
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Menetaokan Terquaat Rekonvensi untuk membavar nafkah
lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah
Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama
sembilan bulan;

Menghukum Terauaat Rekonvensi untuk membavar nafkah
lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah
Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah):
Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah
iddah kepada Penagaugat Rekonvensi seiumlah Rp500.000.00
(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga
beriumiah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
selama masa iddah;

Menahukum Terauaat Rekonvensi untuk membavar nafkah
iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehinaaa
berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
selama masa iddah:

Menetapkan hadanah anak Penggugat Rekonvensi dan
Terquaat Rekonvensi vana bernama Arrafif bin Jefri Yonanda,
lahir pada tanggal 5 Juli 2017berada di bawah hadanah
Penaguaat Rekonvensi:

Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah
anak Penaguaat Rekonvensi dan Terquaat Rekonvensi seiak
putusan ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannva sampai anak tersebut
dewasa atau mandiri;

Menahukum Teraquaat Rekonvensi untuk membavar Nafkah
anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak
butusan ini memperoleh hukum tetao seiumlah Rp.500.000.00
(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut
dewasa atau mandiri:
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lll. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan Pemohon Konvensi/T ergugat Rekonvensi membayar
biava perkara vana timbul dalam perkara ini:

Atas replik Pemohon Konvensi/T ergugat Rekonvensi, Termohan
Konvensi/Penagugat Rekonvensi menvatakan telah siap dengan duplik Konvensi
dan replik Rekonvensinya secara lisan sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 6 huruf a, Termohon
Konvensi tetap pada iawaban Termohon Konvensi semula:

2 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 6 huruf b, Termohon
Konvensi tetao pada jawaban Termohon Konvensi semula:

3 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 6 huruf ¢, Termohon
Konvensi tetap pada iawaban Termohon Konvensi semula:

4 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 7, Termohon
Konvensi tetap pada iawaban Termohon Konvensi semula:

5 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 9, Termohon
Konvensi tetap pada iawaban Termohon Konvensi semula:

6 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 10, Termohon
Konvensi tetap pada iawaban Termohon Konvensi semula:

ll. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap iawaban Terauagat Rekonvensi anaka 3. Penaagugat
Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi semula;

2. Bahwa terhadap iawaban Terauaat Rekonvensi anaka 4. bahwa benar
Tergugat Rekovensi ada memberi nafkah berupa uang belanja kepada
Penaauaat Rekonvensi melalui nomor rekening milik adik Penaaquaat
Rekovensi, namun tidak benar sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta
tuiuh ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2017, dan Rp.300.000.00 (tiga
ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2017, yang benar adalah sejumlah
Rp.2.2500.000.00 (dua iuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan
Mei 2017, dan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada
bulan Juni 2017. Bahwa terhadap jawaban Terqugat Rekonvensi.
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Penaauaat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 9 bulan
sejumiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga
beriumliah Rp.18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah). dan
Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah iddah sejumlah
Rp2.000.000.00 (dua iuta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehinaaa
sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah:

. Bahwa terhadap iawaban Terquaat Rekonvensi anaka 6, Pengauaat

Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi semula:

. Berdasarkan hal tersebut di atas Penaauaat Rekonvensi mohon agar

Maijelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan

sebadai berikut :

Dalam Konvensi

Menaabulkan permohenan Pemohon Konvensi seluruhnva:

Dalam Rekonvensi |
Menaabulkan quaatan Penaauaat Rekonvensi seluruhnva:

2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah
lampau kepada Penaauaat Rekonvensi seiumlah
Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama sebelas
bulan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah
lampau kepada Penaauaat Rekonvensi seiumiah
Rp.18.000.000,00 (delapn belas juta rupiah);

4.  Menetapkan Terquaat Rekonvensi untuk membavar nafkah iddah
kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua
iuta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehinaga seiumiah
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa idah:

5. Menahukum Terquaat Rekonvensi untuk membavar nafkah iddah
kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehinaaa seiumiah
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
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8. Menetapkan hadanah anak Penaauaat Rekonvensi dan Terquaat
Rekonvensi yang bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada
tanggal 5 Juli 2017 berada di bawah hadanah Penagugat
Rekonvensi;

7. Menetapkan Terauaat Rekonvensi untuk membavar Nafkah anak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan
ini memperoleh hukum tetap sejumiah Rp.1.000.000.00 (satu juta
rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau
mandiri:

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak
Penaauaat Rekonvensi dan Terauaat Rekonvensi seiak putusan
ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah) setiap bulannva sampai anak tersebut dewasa atau
mandiri;

lll. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Membebankan Pemohon Konvensi/T ergugat Rekonvensi membayar
biava perkara vana timbul dalam perkara ini
Lalu terhadap replik Rekonvensi Termohon Kenvensi/Penggugat
Rekonvensi. Pemohon KonvensiTerquaat Rekonvensi mengaiukan duplik
Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:
Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi angka 3, Tergugat
Rekonvensi tetap pada jawaban Terauaat Rekonvensi semula:

2. Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi angka 4, Tergugat
Rekonvensi sanaaup membavar nafkah lampau kepada Penaauaat
Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
selama Sembilan bulan:

3. Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi angka 6, Tergugat
Rekonvensi tetap pada jawaban Terauaat Rekonvensi semula:
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4. Berdasarkan hal tersebut di atas Terauaat Rekonvensi mohon aaar
Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan
sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi;
1. Menetapkan Terauaat Rekonvensi untuk membavar nafkah lampau

kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima
iuta lima ratus ribu rupiah) selama sembilan bulan:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau
kepada Penaauagat Rekonvensi seiumlah Rp.5.000.000.00 (lima
juta lima ratus ribu rupiah);

Menetaokan Teraugat Rekonvensi untuk membavar nafkah iddah
kepada Penggugat Rekonvensi sejumiah Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingaa sejumiah
Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa
iddah:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah
kepada Penaguaat Rekonvensi sejumiah Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah
Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus riby rupiah) selama masa
iddah;

Menetapnkan hadanah anak Penaguaat Rekonvensi dan Terquaat
Rekonvensi yang bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir paﬁa
tanggal 5 Juli 2017berada di bawah hadanah Penaauaat
Rekonvensi;

Menetapkan Terauaat Rekonvensi untuk membavar Nafkah anak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini
memperoleh hukum tetap sejumiah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
Menahukum Terauaat Rekonvensi untuk membavar Nafkah anak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt G/2018/PA. UHj.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



memperoleh hukum tetap seiumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu
rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannva.
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis
beruoa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/22/IV/2016 vana dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih,
Kabupaten Rokan Hilir pada tanagal 20 April 2016, telah diberi meterai
secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a
auo denaan aslinva di persidanaan, dan ternvata telah cocok (P):

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak
membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diaiukan oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang. bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/Terquaat
Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang
Saksi sebaagai berikut:

1. Amirza bin Ramli, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Buruh Harian Lepas. tempat kediaman di Jalan Tuanku Tambusai. RT 003.
RW 007, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan
Hilir. hubungan sebaaai kakek kandung Pemohon. di bawah sumpahnva
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa. Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu

kandung Saksi namanya Jefri Yonanda:

- Bahwa. Saksi kenal denaa Termohon namanva Wiwin Trisna:

- Bahwa, Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah lebih dari satu tahun vang lalu,

di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa. ketika menikah status Pemohon dan Termohon adalah perawan

dan jejaka:

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir:
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Bahwa. dari Pemikahan Pemchon dan Termohon telah dikaruniai 1
orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon:

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik
dan harmonis, tetapi sejak 4 bulan setelah menikah antara Pemohon dan
Termohon sering teriadi perselisinan dan pertenakaran:

Bahwa, Saksi pernah melihat lansung dan mendengar suara Pemohon
dan Termochon bertenakar;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada
kesepakatan mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin hidup mandiri
dengan tingaal di rumah kontrakan sedanakan Termohon tetap ingin
tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak mengizinkan
Pemohon untuk memberi seiumlah uana kepada adik Pemohon. dan
Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menjenguk anak Pemohon
dan Termohaon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak sekitar 5
bulan vana lalu dan sampai sekarana Pemohon dan Termohon tidak
pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah Pernah Saksi damaikan namun
tidak berhasil;

Bahwa. penghasilan Pemchon ketika awal menikah sejumiah
Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, namun sekarang gaiji
Pemohon sebaaai buruh harian lepas di sebuah toko di Kota Dumai
sejumiah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa. seiak lima bulan vana lalu. Pemohon tidak ada memberikan
nafkah berupa uang belanja kepada Termohon;

Bahwa, Termohon sanaqup menaasuh. memelihara dan mendidik anak
Pemohon dan Termohon

2. Muslim bin H. Tulis. umur 57 tahun. agama Islam. pendidikan D3. pekeriaan
Supir, tempat kediaman di Jalan Mansoerdin, RT 002, RW 004, Kelurahan
Sedinginan. Kecamatan Tanah Putih. Kabupaten Rokan Hilir. sebagai avah
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Disclaimer

- Bahwa. Pemohon dan Termohon tidak tinaaal serumah seiak tangaal 22
April 2017 dan Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat kediaman
bersama dan sampai sekaranag Pemohon dan Termohon tidak pernah
tinggal bersama lagi;

- Bahwa. Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan akan tetapi
Saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah
tanana denaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, Penghasilan Pemohon ketika awal menikah sejumlah
Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannva. namun sekarana aaii
Pemohon sebagai supir dan bekerja di bengkel sejumlah Rp.2.000.000,00
(dua juta rupiah) setiap bulannva:

- Bahwa, sejak tanggal 22 April 2017, Pemchon tidak ada memberikan
nafkah berupa uana belania kepada Termohon:

- Bahwa, Termohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak
Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan
tidak menaaiukan ataupun menahadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan mendukung dalil-dalil
auaatan rekonvensinva. Termohon Konvensi/Penaguaat Rekonvensi telah
menyerahkan bukti surat berupa fotocopi Surat Keterangan Kelahiran yang
diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dumai. Nomor
991/KET/RSUD/2017 tanggal 5 Juli 2017 bermeterai cukup dinazegelen dan
telah dicocokkan denaan aslinva vana ternvata sesuai. kemudian Ketua Maielis
membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T:;

Menimbana. bahwa Termohon Konvensi/Penaguagat Rekonvensi
menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi
sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah
menvampaikan kesimpulan secara lisan vang pada pokoknya tetap dengan
permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan
mengabulkan permohonan dalam konvensi dan rekonvensinva;
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kanduna Pemohon. di bawah sumpahnva memberikan keterangan sebaqai
berikut:

Disclaimer

Bahwa. Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu
kandung Saksi namanya Jefri Yonanda;

Bahwa. Saksi kenal denaa Termohon namanva Wiwin Trisna:

Bahwa, Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah lebih dari satu tahun vang lalu.
di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rekan Hilir;

Bahwa. ketika menikah status Pemohon dan Termohon adalah perawan
dan jejaka,

Bahwa. setelah menikah Pemohon dan Termohon tinagal bersama di
rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir:

Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang
anak laki-laki dan saat ini diasuh oleh Termohon:

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awainya baik
dan harmonis. tetapi seiak 3 bulan setelah menikah antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa. Saksi tidak pernah melihat lansuna dan mendenaar suara
Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi sering melihat
lanasuna antara Pemohon dan Termohon berselisih salina tidak berteaur
sapa;

Bahwa. penvebab perselisinan dan pertenakaran antara Pemohon dan
Termohon adalah karena Pemohon sempat kehilangan pekerjaan,
sehinaga Termohon tidak terima dan marah. antara Pemohon dan
Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal, Pemohon
ingin hidup mandiri dengan tinaaal di rumah kontrakan sedanakan
Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon, dan
Termohon tidak menaizinkan Pemohon untuk memberi sejumlah uana
kepada adik Pemohon;
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Disclaimer

Menimbana, bahwa Termohon Konvensi/Penaauaat Rekonvensi telah
menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan
iawaban konvensi dan quaatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan
mengabulkan gugatan rekonvensinya;

Menimbana. bahwa tentana ialannva pemeriksaan di persidanaan.
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan
uraian putusan ini cukuplah Penaadilan menuniuk kepada Berita Acara Sidana
tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

. Dalam Konvensi:

Menimbana. bahwa maksud dan tuiuan permohonan Pemohon Konvensi
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang. bahwa berdasarkan relaas-relaas vang telah disampaikan
kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan
telah dilakukan secara resmi dan patut. denagan demikian ketentuan Pasal 145
ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undana Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbana, bahwa pada hari sidang vana telah ditetapkan Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi in person telah datang menghadap sendiri di
persidangan. hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan io. Pasal 142 avat (1) Instruksi Presiden RI
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbana. bahwa Maielis Hakim telah berupava mendamaikan secara
maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
agar kembali rukun dalam membina rumah tangga. sebagaimana maksud dan
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989
Tentana Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undana-Undana
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 31 avat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9
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Tahun 1975 Tentana Pelaksanaan Undang-Undana Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menvelesaikan senaketa
rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan
Mahkamah Aguna Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentana Proses
Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Diana Evrina Nasution,
S.Aq.. S.H. pada tanaaal 27 Februari 2018, dan dalam laporan tertulis tertanaaal
27 Februari 2018 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan
mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesenakatan perdamaian:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi
bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu rafi
terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah teriadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun
dalam rumah tangaa, sebagaimana dalil-dalil vana telah diuraikan dalam baaian
tentang duduk perkaranya;

Menimbana. bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Kaonvensi poin
1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbana. bahwa alasan perceraian vand dikemukakan oleh Pemohon
Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf
(fy Peraturan Pemerintah Reoublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentana
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat
teriadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus teriadi perselisinan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tanaga:

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termochon Konvensi
telah menaakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah teriadi

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.UL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agul i i f P
Delkeanaan gt perad"agn n,\g,a?f:zl:f Indsn;asla; berusaha unFuk §elalu r.nencantgmlfan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilit:
3 lam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana aka;l terus kami perbaiki dari - :ts kewak
3 ari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yan itus ini i i
i g termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada I i i
Email: kepaniteran@matkamanopudl oo o 021.064 534 (6315 yang lyi , namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 22



perselisihan dan pertenakaran. akan tetapi Termohon Konvensi membantah
mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim
sebacai pengakuan berkualifikasi ( aeaualificeerde bekentenis) vana merupakan
pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan
menentukan. sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Ba. maka denaan berdasar
kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUH Perdata kepada Pemohon
Konvensi masih dibebani waiib bukti untuk menquatkan dalil-dalil permohonan
cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertenakaran. maka sesuai denaan Pasal 22 avat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undana-Undana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1989 Tentana Peradilan Acama sebagaimana diubah denaan Undang-Undana
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009. Pemohon Konvensi diwaiibkan menahadirkan Saksi keluarga dan
orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk
didenaar keterangannva di persidanaan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya,
Pemohon Konvensi telah mengaiukan bukti tertulis (P) dan menahadirkan 2 (dua)
orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk
perkara. terhadap bukti-bukti itu Maijelis Hakim akan mempertimbanakan
selanjutnya;

Menimbana. bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah
memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh
peiabat vana berwenana untuk itu. serta telah dinazegelen di kantor pos untuk
kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka
persidangan. maka sesuai Pasal 301 R.Ba. bukti a quo dapat diiadikan sebaaai
alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbana. bahwa bukti P vand diaiukan Pemohon Konvensi di
persidangan merupakan conditio sine qua non dan telah diteliti kebenaran isinya
bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri vana sah
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menikah di Kecamatan Tanah Putih. Kabupaten Rokan Hilir. pada tangaal 20
April 2016, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan
harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio)
dan sepatutnva dinvatakan tidak melawan hak:

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke
persidanaan terdiri dari kakek kanduna Pemohon Konvensi bernama Amirza bin
Ramli, dan ayah kandung Pemohon Konvensi bernama Muslim bin H. Tulis,
kedua Saksi vana diaiukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan
hukum untuk diangkat menjadi saksi (vide Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1)
dan (2) Undang-Undana Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Perubahan Kedua denaan Undana-Undana Nomor 50 Tahun 2009),
telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (vide Pasal 174 R.Bg), dan
masing-masing secara seorand demi seorana telah memberikan keterangan di
bawah sumpah di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bag), sedangkan
keberadaan kedua Saksi adalah sebaacai keluarga dan orang-orana terdekat
yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi,
selalu melihat keadaan rumah tanaca Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi tentana keadaan rumah tanaaa Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas
minimal bukti Saksi. denaan demikian sesuai Pasal 306 R.Ba dan Pasal 22 avat
(2) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undana-Undana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan. svarat formil kedua
Saksi a quo telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan
selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Amirza bin Ramli di persidangan telah
memberikan keteranaan dari penglihatan dan penaetahuan Saksi sendiri tentana
perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan
seiak Lebih dari satu tahun vana lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orana anak
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laki-laki vana saat ini tinagal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi. dan
tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi vang sudah sering teriadi seiak 4 (empat) bulan setelah menikah
disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan
menaenai temoat tinaaal. Pemohon inain hidup mandiri dengan tinagal di rumah
kontrakan sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tua
Termohon. Termohon tidak menaizinkan Pemohon untuk memberi sejumliah
uang kepada adik Pemohon, dan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk
menienauk anak Pemohon dan Termohon. Saksi iuaa meneranakan sering
melihat langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi berselisih dan bertenakar. meskipun Saksi sudah pernah
mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setelah 5 bulan
vana lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah. akan
tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi
meneranakan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah
tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 5 bulan yang lalu, sebagaimana telah
diuraikan pada baaian tentang duduk perkara. kesaksian a aguo dinilai telah
memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbana. bahwa Saksi Muslim bin H. Tulis di persidangan telah
memberikan keterangan dari penglinatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang
perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi vana sudah berialan
sejak Lebih dari satu tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
laki-laki vana saat ini tinagal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi. dan
tentang perselisinan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi vana sudah serina teriadi seiak 4 (empat) bulan setelah menikah
disebabkan karena Pemohon sempat kehilangan pekerjaan, sehingga Termohon
tidak terima dan marah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan
mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin hidup mandiri dengan tinggal di rumah
kontrakan sedanakan Termohon tetap inain tinggal di rumah orana tua
Termohon, dan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memberi sejumiah
uana kepada adik Pemohon. Saksi juga menerangkan tidak pernah melihat
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lanasuna dan mendenaar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
berselisih dan bertengkar namun sering melihat lansung antara Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi salina tidak berteaur saba. meskioun Saksi
sudah permah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi
setelah 5 bulan vana lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah
rumabh, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai,
bahkan Saksi meneranakan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 22 April 2017 yang lalu,
sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentana duduk perkara. kesaksian a
guo dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbana. bahwa kesaksian berdasarkan penaetahuan dan penalihatan
langsung kedua orang Saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai
perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi vana sudah berialan
sejak sekitar 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang
saat ini tinaaal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi. dan tentana
perselisinan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
vana sudah serina teriadi seiak sekitar 4 bulan setelah menikah. disebabkan
karena Pemohon sempat kehilangan pekerjaan, sehingga Termohon tidak terima
dan marah. antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai
tempat tinggal, Pemohon ingin hidup mandiri dengan tinggal di rumah Kontrakan
sedanakan Termohon tetap inain tingaal di rumah orana tua Termohon. dan
Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memberi sejumlah uang kepada
adik Pemohon. dan tentana upava damai antara Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi yang sudah pernah dilakukan oleh Saksi, serta tentang telah
perpisah rumahnya. tidak salina bertentanaan satu sama lain dan sejalan denaan
dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua
orana Saksi a guo patut dinilai telah memenuhi svarat materil sebagaimana
etentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai
bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui
sebaaian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi. penaakuan tersebut dapat
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meniadi bukti sempurna tentana adanva pertenakaran antara Termohon

Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi

membantah tentang sebab perselisihan dan pertenakaran, maka pengakuan

Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi

(aeaualificeerde bekentenis) vana merupakan pembuktian bersvarat vana tidak

mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian

sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Ba. kepada

Termohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung

dalil-dalil bantahan dalam iawaban Termohon Konvensi:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menyerahkan bukti surat
berupa surat Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, Nomor 991/KET/RSUD/2017
tanggal 5 Juli 2017 bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinva vana termnvata sesuai. kemudian Ketua Maielis membubuhi paraf dan
diberi tanda bukti T di persidangan untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil
bantahan dalam iawabannva sebagaimana tersebut pada baaian tentana duduk
perkara, terhadap bukti-bukti itu Maijelis Hakim akan mempertimbangkan
selaniutnva:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon
Konvensi dan dalil-dalil iawaban Termohon Konvensi vana dikaitkan dengan
bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang
menikah di Kecamatan Tanah putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 20
April 2016:

. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orana anak laki-laki vana saat ini tinaaal
bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi,

_ Bahwa sekurana-kurananva seiak 5 (lima) bulan setelah menikah hubunaan
antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis
karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serina teriadi

perselisihan;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.Gr2018/PA.UL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusah: i
a untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan aki i i
e o 3 tuk s i imk g n akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tral i il
pt un dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajik:\]n hyal manF; aka;l terr:Jssp::TT'Sl de:an "‘:ll("(l:int?blht:s
, i perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi itus ini i i

i ¢ yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya a I i i

D ramamenmaamao o B o vt o 4157 yang ya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 27
alaman



- Bahwa keluaraa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah
berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan
tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai:

- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan April tahun 2017 antara Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah, dan hingaa
sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah hidup
bersama laai sebagaimana layaknva pasangan suami istri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Maijelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tanaaa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan
hidup rukun damai dalam rumah tanaaa. sehinaga tuiuan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah
tidak tercapai laai.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat
munakin harus dihindari oleh setiap pasandan suami istri. akan tetapi
mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
dengan kondisi tersebut di atas. Maielis Hakim berpendapat justru akan
mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai,
diantaranva penderitaan batin vana berkepanianaan baai Pemohon Konvensi
dan Termohon Konvensi, padahal menoclak mafsadat lebih diprioritaskan dari
pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih vang
telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

;-_rJL.mlln—-l;.Jr-;-\ia.uLi.al\;. ¥

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih

kemaslahatan (kebaikan):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas. Maielis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi
telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 1875 Tentana Pelaksanaan Undana-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan ijo. Pasal 116 huruf (f)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1891 Tentang Kompilasi
Hukum Islam. sehinaaa petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2
patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk
meniatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidana
Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Il. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat
Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi
secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan pula dalam gqugatan
rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbana. bahwa guaatan rekonvensi a guo diajukan pada jawaban
pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat
(1) R.Ba. quaatan Penaquaat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan
dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbana . bahwa dalam replik rekonvensi tuntutan Penaaguaat
Rekonvensi mengenai nafkah lampau selama 9 bulan sejumiah
Rp.2000.000.00(dua juta rupiah) setiap bulannva sehingaa beriumlah Rp.
18.000.000.00(delapan belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi
dalam duplik rekonvensinva menvatakan ketidaksanaaupannva membavar
nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sesuai tuntutan Penggugat
Rekonvensi. Terguaat Rekonvensi hanva sanaaup membavar nafkah lampau
sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) selama sembilan bulan,
sebagaimana tersebut dalam baaian tentana duduk perkara:

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi tuntutan Penggugat
Rekonvensi menaenai nafkah idah seiumiah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah)
setiap bulan selama 3 bulan sehingga jumlahnya Rp. 6.000.000.00 (enam juta
rupiah selama masa iddah. sedanakan Terauaat Rekonvensi dalam duplik
rekonvensinya menyatakan ketidaksanggupannya membayar nafkah idah
kepada Pengauaat Rekonvensi sesuai denaan tuntutan Penggugat Rekonvensi.
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Terguaat Rekonvensi hanva sanaaup membavar iddah seiumlah Rp500.000.00
(lima ratus ribu rupiah) setiap 3 bulan sehingga berjumiah Rp. 1.500.000.00( satu
iuta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah, sebagaimana tersebut dalam
bagian tentang duduk perkara;

Menimbana. bahwa dalam augatan rekonvensinva Penaguaat Rekonvensi
mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di sebuah
Perusahaan Terbatas denaan aaii seiumlah Rp.2.000.000.00 (dua iuta rupiah)
setiap bulannya, sebagai buruh harian lepas di sebuah toko milik orang cina
dengan aaii seiumiah Rp. 3.000.000.00 ( tiga iuta rupiah) setiap bulannva . dan
sebagai supir alat berat dengan gaji sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)
setiap bulannva. sedanakan Teraugat Rekonvensi sekarana bekeria sebagai
karyawan di sebuah Perusahaan Terbatas dan sebagai buruh harian lepas di
toko milik orana cina dengan qaii seiumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)
sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa benar dahulu
Terauaat Rekonvensi juga memiliki keriaan tambahan sebaaai supir alat berat
dengan gaji sejumiah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, namun
hanva pada bulan Mei dan Juni 2017, lalu pada bulan Juli 2017 sampai bulan
November 2017, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh harian lepas dan
hanva memiliki gaii seiumiah Rp.1.500.000.00 (satu iuta lima ratus ribu rupiah)
setiap bulannya;

Menimbana. bahwa dari keterangan Saksi-Saksi vana dihadirkan Teraugat
Rekonvensi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat
Rekonvensi bekeria sebagai karvawan di sebuah Perusahaan Terbatas dan
sebagai buruh harian lepas di toko milik orang cina dengan gaji sejumiah Rp.
1.000.000.00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah),
sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak adapat menghadirkan Saksi-Saksi di
persidangan vana tidak dapat meneranakan menaenai iumiah penahasilan
bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbana. bahwa berdasarkan keteranaan Saksi-Saksi vana dihadirkan
oleh Tergugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat
Rekonvensi bekeria sebaqai pedaaana di warung sembako milik Penaguaat
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Rekonvensi dan Terauaat Rekonvensi denaan penghasilan bersih berkisar
antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Maijelis Hakim sependapat dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret
1999 vana telah diambil alih sebagai pendapat Maielis Hakim dalam
pertimbangan hukum perkara ini bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil
permohonan Pemohon. sehingga Maielis Hakim berkesimpulan bahwa
Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai
jumlah penahasilan Terauaat Rekonvensi seiumiah Rp2.000.000.00 (dua iuta
rupiah) setiap bulan;

Menimbana. bahwa bilamana perkawinan putus karena talak. maka bekas
suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama
dalam idah kecuali bekas istri nusvuz. sebacaimana dimaksud oleh ketentuan
Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991
Tentana Kompilasi Hukum Islam. dasar hukum tersebut seialan denaan dalil fikih
dalam Kitab al lgna’ Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat
Maielis Hakim sebaqgai berikut:

5 gl Al ) dgma ) Buiell
Artinva: Bagi wanita vang menialani iddah rai’i mempunyai hak tempat tingaal.
nafkah dan pakaian;

Menimbana. bahwa kewaiiban bekas suami sebagaimana di atas, harus
disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan finansial bekas suami, dan
harus pula dipantaskan denaan kondisi kehidupan berekonomi pada masa
sekarang ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat
Rekonvensi telah sesuai denaan kadar kesanagupan dan kemampuan Teraquaat
Rekonvensi untuk membayar kewajiban seorang bekas suami kepada
Penaauaat Rekonvensi sebagai seorand bekas istri selama dalam idah:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas. dan oleh karena augatan mengenai nafkah idah. adalah merupakan hak-
hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis
Hakim menilai rekonvensi a quo patut untuk dikabulkan dengan menetapkan
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nafkah idah baai Penaquaat Rekonvensi sejumiah Rp1.500.000.00 (satu iuta
lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah;

Menimbana. bahwa oleh karena auaatan tentana nafkah idah telah
dikabulkan dan jumiah nominalnya telah ditetapkan, maka Majelis Hakim
menahukum Terguoat Rekonvensi membavar kepada Penaquaat Rekonvensi
nafkah idah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk
selama masa idah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi men/genai penetapan
hak hadanah (hak pemeliharaan dan penaasuhan) terhadap 1'(satu) orana anak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bem;i‘wwraﬁ bin Jefr
Yonanda. lahir pada tanagal 05 Juli 2017 berada di bawah hak hadanah
Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik
rekonvensinva menvatakan tidak keberatan dan menyetujui%nak a quo
berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat
Rekonvensi. sebagaimana tersebut dalam baaian tentana duduk perkara:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat
Rekonvensi vana di bawah sumpahnya meneranakan bahwa anak Penaauaat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir
pada tanaaal 05 Juli 2017 saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Pengaugat
Rekonvensi;

Menimbana. bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden
Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Huhm_mﬁﬁam-enyatakan
bahwa pemeliharaan anak vana belum mumayviz atau belum berusia 12 tahun
adalah hak ibunya, dan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden
Republik Indonesia Tahun 1991 Tentana Kompilasi Hukum Islam menvatakan
bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih di antara avah atau ibunva sebagai pemeaana hak pemeliharaannva:

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan dalam
kitah Kifavah Al Akhvar ( LaYI Ldi< ) .luz 1l halaman 152 dan kitab Al lana’ fi Halli
Al Fazhi Abi Syuja’ ( #lad I Bl Ja & g8 ) Juz I halaman 195-196, yang telah
diambil alih sebaaai pendapat Maielis Hakim sebaaai berikut:
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By Lgie J5a) Gl g d 0on sty Aaliyls ASlallls Adadly pdayls igally Jiall sz ddudaall -'ni:j

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka,
beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal
tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, ftidak
bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi,
maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan
menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak
hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap anak Pengg ugat Rekonvensi
dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz bernama Muhammad Arrafif bin
Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 05 Juli 2017, dikaitkan dengan keterangan
Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa
Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang selama ini memelihara dan merawat
anak a quo, hal ini disebabkan karena selama Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan April
tahun 2017, anak tersebut tidak tinggal serumah bersama Tergugat Rekonvensi
melainkan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut
dalam bagian tentang duduk perkara, sedangkan syarat-syarat hadanah telah
tegak dan terpenuhi dalam diri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat hanya semata demi kemaslahatan dan kebaikan masa depan anak,
serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best
interests of the child shall be a primary consideration) yang sejalan dengan
ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis
kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir batin antara Penggugat
Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan
datang, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak
hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) patut uniuk dikabulkan dengan
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menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama
Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 05 Juli 2017, berada di
bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomar 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa
anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak
kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan
anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik pisik, mental maupun sosial, dan
berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa
kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak
memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan
beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula
sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak,
bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di
dalam Islam anak merupakan amanah dan fitipan Allah yang harus
dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan
sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Arrafif bin Jefri
Yonanda, lahir pada tanggal 05 Juli 2017, sementara dengan perceraian ini
antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan
hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak a quo,
maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak (the best interests of the child shall be a primary consideration)
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sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan
Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (Convention on the Rights of
the Child) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun
1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang
telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan
beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat
Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat
atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk
bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya,
Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggung jawabnya
terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah
yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi tuntutan Penggugat
Rekonvensi tentang nafkah hadanah (pemeliharan dan pengasuhan) untuk masa
yang akan datang terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 05
Juli 2017 melalui Penggugat Rekonvensi sejumiah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam duplik
rekonvensinya telah menyatakan hanya mampu dan sanggup membayar melalui
Penggugat Rekonvensi nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) bagi
anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan
datang sejumlah Rp500.000,00 (ima ratus ribu rupiah) setiap bulan,
sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal
156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor { Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi
tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai
anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat
Rekonvensi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat
Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di sebuah Perusahaan Terbatas dan
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sebagai buruh harian lepas di toko milik orang cina dengan penghasilan bersih
berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Penggugat
Rekonvensi tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang dapat
menerangkan mengenai jumiah penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap
bulan, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan
oleh Tergugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat
Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di sebuah Perusahaan Terbatas dan
sebagai buruh harian lepas di toko milik orang cina dengan gaji sejumiah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
setiap bulannya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret
1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam
pertimbangan hukum perkara ini bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil
permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai
jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mampu
membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh harian lepas
di sebuah toko di kota Dumai dengan penghasilan berkisar antara
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka sejalan dengan ketentuan
Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengedepankan rasa
keadilan bagi pihak-pihak serta menimbang nilai kepatutan yang dianggap dapat
memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan pola hidup sederhana diukur
dari harga sandang pangan menurut situasi ekonomi saat ini, maka dengan
mendasarkan kepada pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
dalam makalah berjudul Masalah-Masalah Hukum Acara Perdata halaman 23,
dan pendapat Dr. H. Purwosusilo. S.H., MH. dalam makalah berjudul
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Permasalahan Teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama halaman 9, yang
kedua makalah a quo disampaikan pada Pembinaan Teknis Yustisial se Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Pekanbaru pada tanggal 16 September
2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016, yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sangat beralasan hukum Majelis
Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar
melalui Penggugat Rekonvensi nafkah hadanah (pemeliharaan dan
pengasuhan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 05 Juli 2017
untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan
10% pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas. maka Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan Penggugat
rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;
lIl. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin angka 3, Majelis Hakim
membebankan kepada Pemohon Konvensi/T ergugat Rekonvensi untuk
membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-
dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

|. Dalam Konvensi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Jefri Yonanda bin Muslim,
BA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi
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(Wiwin Trisna binti Sudirman) di depan sidang Pengadilan Agama
Ujung Tanjung.
1l. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.

2. Menetapkan nafkah madhiyah (nafkah lampau) Penggugat Rekonvensi
sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah
(nafkah lampau) Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan
pada diktum angka 2 di atas sejumiah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
kepada Penggugat Rekonvensi; |

4 Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 15
Juli 2017, berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi sampai
anak tersebut dewasa atau mumayyiz dengan memberi akses kepada
Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak
pengasuhan anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 4 di
atas kepada Penggugat Rekonvensi.

6. Menetapkan nafkah anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka
4 (empat) sejumlah Rp500.000,00 (iima ratus ribu rupiah) setiap bulan
hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sejumiah
10% (sepuluh persen) setiap tahun.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat
Rekonvensi nafkah anak bernama Muhammad Arrafif bin Jefri
Yonanda, lahir pada tanggal 15 Juli 2017 sebagaimana disebutkan
pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri
dengan kenaikan sejumiah 10% (sepuluh persen) setiap tahun.

8. Menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
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9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah
sebagaimana disebutkan pada diktum angka 8 (delapan) sejumiah
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat
Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

10. Menolak selain dan selebihnya..

lll. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah).

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 20 Maret
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Yopie
Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana
Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I, MH.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari,
S.HI. sebagai Panitera Penggant, dengan dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi  dan Termohon  Konvensi/Penggugat

Rekanvensi.

Hakim_Anggota,

A
Diana Evrina Nasutioii,

Hakim Anggota,

S B

"

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.l, M.H.
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Panit engganti,
‘i

Dianti asari, S.H.l.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
Biaya Proses Rp 50.000,00
Biaya Panggilan Rp250.000,00
Biaya Redaksi Rp 5.000,00
Biaya Meterai Rp_6.000,00
Jumlah Rp241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

LR G R
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